BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Anggaran Pecndapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Mengingat 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27304;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Percncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor &2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1257, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pecdoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Pcraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentil Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Necgara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Pcraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5272); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5539);

qv.
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tclah

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Dacrah,
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan  Pertanggungjawaban  Pengguncan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata
Cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kcuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana
Bagi Hasil Cukai Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2004 Nomor 45/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 103) sebagaimana telah diubah ketiga
kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor
5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2007 Nomor S/E);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 3/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 104);
Peraturan Dacrah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4 /E);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) scbagaimana
telah diubah kedu kalinya dengan Peraturan Dacrah Nomor
18 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2014 Nomor 18/D;
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Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bca
Perolechan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Dacrah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/B);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2011 Nomor 5/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 2/B);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak
Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011
Nomor 13/B, Tambahan Lembaran Daecrah Kabupatcn
Jombang Nomor 3/B);

Peraturan Dacrah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2011 Nomor 6/B, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Jombang Nomor 4/B);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2011 Nomor 7/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 5/ B);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak
Sarang Burung Walet (Lembaran Daecrah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 8/B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/B);

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air
Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011
Nomor 9/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 7/B);

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak
Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011
Nomor 10/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 8/B);

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak
Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2011 Nomor 11/B, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B);

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Dacrah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/C);

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 13/C, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Jombang Nomor 2/C);
Peraturan Dacrah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2011 Nomor 15/C, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Jombang Nomor 4/C);
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Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pengujian  Kendaraan Bermotor (Lembaran  Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 16/C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/C);

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/C);

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 18/C, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Jombang Nomor 7/C);

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi
Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2011 Nomor 19/C, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 8/C);

Peraturan Dacrah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi
[zin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2011 Nomor 20/C, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 9/C);

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 21/C, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/C);

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi
lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2011 Nomor 22/C, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 11/C);

Peraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Dacrah Ploso
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor
1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2012 Nomor 1/C);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 2/C);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Penyediaan/Penyedotan Kakus (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 3/C);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 4/C);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2012 Nomor 5/C, Tambahan Lembaran
Daecrah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 5/C);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Retribusi [zin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Dacrah Kabupatcn
Jombang Tahun 2012 Nomor 6/C);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 1/B, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/B);
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71. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 4/B) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014
Nomor 14/B);

72. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2013 Nomor 8/C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 256.125.950.085,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.184.405.880.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp. 452.528.347.314,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.893.060.177.399,00
2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai sejumlah  Rp. 1.016.403.836.097,23
2) Belanja Hibah sejumlah Rp. 45.933.536.490,00
2) Belanja Bantuan Sosial

sejumlah Rp. 2.780.000.000,00
3) Belanja Bantuan Keuangan
sejumlah Rp. 202.255.188.183,00
4) Belanja Tidak Terduga
sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak
Langsung Rp 1.268.372.560.770,23
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 51.346.695.864,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 400.144.679.389,77
3) Belanja Modal Rp. 377.824.838.715,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 829.316.213.968,77
Jumlah Belanja Rp. 2.097.688.774.739,00
Defisit Rp.  (204.628.597.340,00)
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 210.128.597.340,00
b. Pengeluaran Rp. 5.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 204.628.597.340,00

Sisa lebih pembiayaan
anggaran setelah perubahan Rp 0,00




Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian vang udak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditctapkan  dalaon
peraturan ini  dituangkan lebih lanjut dalam dokumoen
pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah scsuan
dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Dacrah
Kabupaten Jombang.
Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 16 Desember 2014
BUPATI JOMBANG,

T il

NYONO SUHARLI WIHANDOKO
Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 16 Descmber 2014
SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 40/A
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